BAB V
Penutup
51 Kesimpulan
Merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan, maka adapun kesimpulan
dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Salah satu pengelolaan sumber daya lingkungan adalah
pembangunan fisik atau infrastruktur yang tentu membutuhkan ketepatan dan
kesesuain dengan regulasi suatu wilayah yang dalam hal ini adalah Kota Gorontalo.
Dalam rangka pembangunan di Kota Gorontalo terdepat beberapa ketidaksesuaian
terhadap Perda tentang bangunan gedung, tepatnya di beberapa wilayah yakni
Kecamatan Kota Tengah, Kota Utara, Kota Selatan di Kota Gorontalo yang
sejatinya adalah wilayah sentral perekonomian di Kota Gorontalo terdapat ragam
bangunan yang berfungsi sebagai hunian dan/atau tempat usaha yang telah diatur
sebagaimana mestinya dalam peraturan daerah Kota Gorontalo Kota Gorontalo
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung. Namun melalui penelitian ini
ditemukan bebrapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan
bangunan gedung sesuai Pasal 73 Perda tentang Bangunan Gedung. Hingga
mencerminkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang
Gedung sebagaimana mestinya yang berimpilkasi pada belum sesuai dengan arah
pembangunan sesungguhnya sebab praktek yang terjadi berbenturan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor internal yang menjadi hambatan dalam hal penerapan Pasal

73 Perda tentang Bangunan Gedung adalah faktor yang bersumber dari pemerintah
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sebagai penyelenggara negara sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang
merujuk pada dinamika masyarakat terhadap aturan tersebut sebagai sebuah kultur
yang patut diperhatikan. Faktor internal yang menonjol adalah kurangnya peran
yang lebih aktif dari beberapa instansi dalam upaya penerapan Perda tentang
Bangunan Gedung, sangat minimnya metode terkait usaha yang lebih produktif
untuk menggenjot penerapan regulasi ini di tingkatan masyrakat. Pola yang
terbentuk secara konvensional tersebut dilakukan adalah dengan sosialisasi yang
masih terjebak pada nuansa formal serta seremonial sehingga membentuk trend
kurangnya partisipasi masyarakat serta tingkat apatis masyarakat yang juga cukup
serius sebagai faktor eksternal dalam keberadaan regulasi ini, hal yang merupakan
bagian penting dalam mewjudkan tata ruang Kota Gorontalo sesuai cita-cita
pembangunan. Selanjutnya dalam konteks penerapan Pasal 73 Perda tentang
Bangunan Gedung ini juga terhambat dengan faktor ekonomis masyarakat, yang
dibuktikan dengan menjamurnya bangunan usaha yang merupakan sumber
penghasilan masyarakat dengan berbagai alasan strategis yang bertentangan dengan

regulasi tersebut.

5.2 Saran

Dalam hal ini, perlunya saran yang konstruktif sebagai upaya pemajuan
Kota Gorontalo dalam aspek regulasi tata ruang. Adapun saran yang dimaksud
antara lain:

1. Dalam Pemanfaatan ruang di Kota Gorontalo, sepatutnya

menjadikan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung sebagai dasar, dan juga
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wajib menyertakan pengendalian serta pengawasan dan/atau pemantauan tata ruang
secara rutin, terarah dan terlaksana melalui kolektifitas instansi terkait.

2. Sosialisasi yang harus dipacu agar masyarakat luas mengetahui
hingga memahami Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung, terlebih
kandungan Pasal 73 dalam aturan tersebut.

3. Sebaiknya pemerintah menciptakan pola atau metode sosilasisi yang
lebih baik dan tidak terpaku pada sosialisasi konvensional yang terjebak pada
konten sremonial. Sosialisasi yang dapat ditempuh adalah dengan pengumuman-
pengumuman terkait peraturan daerah yang dimaksud di tempat-tempat umum dan
wilayah strategis yang memiliki kemungkinan masyarakat mendirikan bangunan
tetapi tidak sesuai dengan regulasi.

4. Pembentukan pola pikir masyarakat terhadap kesadaran hukum
berbasis lingkungan dan tata ruang adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak

yang dapat diwujudkan melalui kesempatan dan posisi masing-masing.
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